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RINGKASAN

Rina Ahyati. Maret 2025. HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER (Analisis
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Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018). Skripsi, Program Sarjana, Program Studi
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Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu
yang krusial. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan
penggunaan ulang nomor pelanggan telepon seluler yang telah tidak aktif,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
14 Tahun 2018. Regulasi ini memungkinkan nomor telepon yang tidak digunakan
dalam jangka waktu tertentu untuk diberikan kepada pelanggan baru, yang
berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi dari pemilik sebelumnya.

Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi terkait dalam melindungi data
pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan yang
diatur dalam Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip
perlindungan data pribadi dalam undang - undang perlindungan data pribadi.
Selain itu, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana data pribadi
pengguna lama tetap dapat diakses oleh pengguna baru, yang dapat menyebabkan
penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan
mekanisme yang lebih ketat dalam implementasi regulasi terkait serta pengawasan
yang lebih efektif oleh pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi.



ABSTRAK

Rina Ahyati. Maret 2025. HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER (Analisis
Hukum Tata Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan
Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018). Skripsi, Program Sarjana, Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan data
pribadi dalam penggunaan ulang nomor pelanggan telepon seluler berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan
dalam Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip perlindungan
data pribadi yang diatur dalam undang - undang perlindungan data pribadi. Dalam
praktiknya, masih ditemukan kasus kebocoran data akibat nomor pelanggan yang
dialinkan kepada pengguna baru tanpa penghapusan data yang memadai. Oleh
karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan
yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Nomor Ulang, Undang - Undang
Perlindungan Data Pribadi, Telekomunikasi.
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang — Undang

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Dan Undang-Undang Perubahannya.

Undang — undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang
— Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang -
Undang

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data
Pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 12 Tahun Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018
tentang Rencana Dasar  Teknis (Fundamental Technical Plan)
Telekomunikasi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Komunikasi

dan Informatika.



